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AKTA PERDAMAIAN

(ACTE VANDADING)
Pada hari ini Senin, tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6

Muharram 1445 hijriah kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Penggugat/Pihak Pertama, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
pedagang alamat di RT 003 RW 001 Kampung Negara Harja Kecamatan
Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, selanjutnnya disebut sebagai
Penggugat /Pihak Pertama,;

Melawan

Tergugat/Pihak Kedua, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjan
Wiraswasta, alamat di RT 003 RW 001 Kampung Negara Harja Kecamatan
Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat/Pihak Kedua;

Sehubungan dengan permasalahan antara pihak pertama dengan pihak kedua, yang
menyebabkan pihak pertama mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama
Blambangan Umpu yaitu perkara Nomor : 338/Pdt.G/2023/PA Bbu, maka pihak pertama
dengan pihak kedua sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian perdamaian
dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Bahwa pihak pertama dengan pihak kedua bersamaan dengan ditandatanganinya
Perjanjian ini sepakat untuk berdamai, dengan menghentikan dan mengakhiri
semua perselisihan yang telah terjadi selanjutnya kembali membina rumah
tangga seperti sediakala;
Pasal 2
1. Pihak kedua dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak
manapun, bersamaan dengan ditandatanganinya akta perdamaian ini
menyatakan penyesalan dan permintaan maaf kepada pihak pertama atas
tindakan dan sikap yang dilakukan oleh pihak kedua sebagaimana diuraikan

didalam posita gugatan tentang alasan-alasan gugatan Perceraian;
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. Terhadap alasan pada gugatan pihak pertama poin 6.b pihak kedua tetap pada

pendiriannya, bahwa tidak ada wanita lain dalam rumah tangga pihak pertama
dengan pihak kedua, oleh karenanya pihak pertama harus lebih percaya
kepada pihak kedua dari pada orang lain;

3. Pihak pertama dapat menerima permintaan maaf pihak kedua tersebut pada
ayat 1 diatas, oleh karena itu pihak pertama secara tulus dan ikhlas
memaafkan pihak kedua;

4. Bahwa apabila pihak kedua dengan ternyata sah dan meyakinkan dengan
bukti-bukti memiliki hubungan dengan wanita lain, maka pihak kedua siap
digugat kembali ke Pengadilan Berwenang;

5. Pihak pertama juga meminta maaf kepada pihak kedua apabila dalam
perselisihan yang telah terjadi pihak pertama juga menyadari belum seutuhnya
menjadi istri dan ibu yang baik untuk pihak kedua dan anak-anak pihak
pertama dan pihak kedua;

Pasal 3

Pihak kedua bersedia dan sanggup untuk memenuhi permintaan pihak pertama,

oleh karenanya pihak kedua berjanji untuk tidak lagi melakukan tindakan-tindakan

yaitu :

1. Pihak kedua berjanji untuk lebih bersabar, tidak mudah marah, dan tidak
melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada pihak pertama;

2. Pihak kedua siap menerima segala konsekuensi apabila mengulangi
kesalahannya dikemudian hari;

Pasal 4

Pihak pertama bersedia mencabut gugatan percaraian terhadap pihak kedua, hal

mana setelah perjanjian ini ditandatangani pihak pertama dengan pihak kedua,

kemudian akan menyampaikan permohonan pencabutan gugatan kepada Majelis

Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili

perkara Nomor : 338/Pdt.G/2023/PA.Bbu dalam persidangan nanti;

Pasal 5
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Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mohon kepada Majelis

Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara nomor
338/Pdt.G/2023/PA.Bbu untuk menjadikan Akta Perdamaian ini sebagai Putusan
Perdamaian;

Pasal 6
Apabila dikemudian hari setelah Akta perdamaian ini ditandatangani, pihak kedua
melanggar janji sebagaimana tersebut pada pasal 3 diatas, pihak kedua bersedia
dan tidak keberatan menerima sanksi dari pihak pertama serta Langkah-langkah
hukum yang akan dilakukan oleh pihak pertama yaitu :
1. Pihak pertama akan kembali mengajukan gugatan perceraian terhadap pihak

kedua di Pengadilan Agama yang berwenang;

Pasal 7
Bahwa Akta Perdamain ini dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh kedua
belah pihak dan mediator serta diberikan kepada masing-masing pihak dan untuk
kelengkapan berkas perkara;

Demikainlah surat perdamian ini dibuat oleh pihak pertama dan pihak kedua penuh

kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bahwa Akta Perdamaian tersebut ditulis dan dibacakan oleh Tergugat/Pihak kedua
dipersidangan serta dihadiri oleh Penggugat/Pihak pertama, Penggugat/Pihak pertama
dengan Tergugat/Pihak menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui isi dari
Akta Perdamaian tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan
ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat berdasarkan kesepakatan pada
Akta Perdamaian tersebut, oleh karenanya Penggugat memahon kepada Majelis Hakim
untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang
memeriksan dan mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN
Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Bbu
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar persetujuan Penggugat dan Tergugat;

Memperhatikan Pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang
bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan untuk mengakhiri
sengketa ini secara damai, maka kepada Penggugat dengan Tergugat diperintahkan
untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai
dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula Pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang
bersangkutan;

MENGADILI
1. Menyatakan bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan
Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk mentaati isi dari Akta Perdamaian
telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga perdamaian ini
sebesar Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Irsan Nasution, S.H. sebagai
Ketua Majelis, Santri Ayu Rahmawati, S.H.l dan Riyanti Gusjana Wati, S.Sy. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
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mum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

oleh Hastuti Yeni. HS, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
dan Tergugat.
Ketua Majelis

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Panitera Pengganti

Hastuti Yeni. HS, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp800.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
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